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SAMBUTAN/PENGARAHAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA 
MUSRENBANG RKPD PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2020
Palu, 8 April 2019

Yth.	Sdr.	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
Yth. Sdr.	Gubernur Sulawesi Tengah,;
Yth.	Sdr.	Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah;	
Yth. Sdr.	Unsur Pimpinan Instansi Vertikal;
Yth. Sdr.	Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
Yth. Sdr.	Bupati dan Walikota Se-Provinsi Sulawesi Tengah;
Yth. Sdr.	Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
Yth. Sdr.	Tokoh Masyarakat, Agama, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan/Kepemudaan, Akademisi; 
Para undangan serta Hadirin yang berbahagia. 
Assalamualaikum Wr. Wb.  
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua,
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat menghadiri acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, dalam keadaan sehat wal-afiat.  
Dalam kesempatan ini, Saya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas penyelenggaraan forum Musrenbang yang mempunyai arti penting dalam rangkaian penyusunan dokumen perencanaan daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebab melalui forum ini seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi atas program/ kegiatan yang diusulkan sehingga tercapai kesepakatan materi rancangan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 dan usulan untuk diajukan ke forum musrenbangnas.
RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional
Hadirin Peserta Musrenbang yang Berbahagia,
Saya memberikan apresiasi atas pencapaian pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah selama ini, hal ini tentunya merupakan perwujudan dari NAWA CITA yang diharapkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia serta kerja keras dari seluruh aparat pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang saya banggakan. 
Berbicara mengenai perencanaan, kita sadari bahwa Tahun 2019 ini merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015 – 2019 dan tahun terakhir pemerintahan Jokowi – JK, kedepan tentunya perlu adanya upaya untuk menjaga atau tetap mempertahankan hasil-hasil NAWA CITA yang telah tercapai. 
Hadirin Peserta Musrenbang yang  Saya Hormati,
Saya berharap bahwa pemilihan tema “Membangun Kembali Sulawesi Tengah Melalui Penguatan Mutu Modal Manusia dan Infrastruktur” pada Musrenbang RKPD Sulawesi Tengah Tahun 2020, dapat mendukung tema RKP Nasional Tahun 2020 yaitu “Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Selanjutnya, penetapan tema RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 diterjemahkan kedalam Prioritas-Prioritas Daerah yang nantinya dituangkan dalam RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 serta diimplementasikan kedalam APBD Tahun 2020 antara lain:
1. Percepatan Reformasi Birokrasi menuju Birokrasi Yang Bersih dan Melayani Serta Terwujudnya Kepastian Hukum dan Perlindungan HAM;
2. Terbangunnya Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Serta Harmonisasi Politik Daerah Serta Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Kebangsaan;
3. Akselerasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan ruang guna konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota;
4. Mendukung percepatan kemandirian energi baru terbarukan;
5. Percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial; 
6. Pemantapan Iklim Investasi dan Penanaman Modal yang Kondusif dan Market Friendly;
7. Melanjutkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim Serta Pariwisata yang Berdaya Saing;
8. Revitalisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan;
9. Optimalisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah Dan Khusus Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan
10. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Prima Bagi  Masyarakat Yang  Terjangkau Dan Berkualitas.
Selain Penyelarasan tema antara RKP dengan RKPD dalam penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 juga perlu memperhatikan:
1. Tema Pembangunan wilayah Sulawesi “Pusat Lumbung pangan (padi, jagung) nasional, perkebunan  kakao, serta pengembangan industri pengolahan”
2. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan yang utama diarahkan untuk:
a. Pengembangan Kawasan metropolitan Mamminasata dan  rencana pengembangan kawasan metropolitan Bimindo;
b. Operasionalisasi KI/KEK Bitung, KI Bantaeng, KI Morowali,  dan KI Konawe;
c. Rekonstruksi di KI/KEK Palu;
d. Pembangunan Sarana Prasarana serta Peningkatan  Investasi KSPN Bunaken, W akatobi serta Kawasan  Pariwisata Makassar-Selayar-KSPN Tana Toraja; dan
e. Pengelolaan TN Bantimurung-Bulusaraung. 
Hadirin Peserta Musrenbang yang  Saya banggakan,
Walaupun demikian, Saya masih memandang bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki “pekerjaan rumah” dalam mewujudkan visi Provinsi Sulawesi Tengah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 yaitu:  
“Sulawesi Tengah Sejajar dengan Provinsi Maju di Kawasan Timur Indonesia melalui Pengembangan Agribisnis dan Kelautan dengan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Tahun 2020”.
Hadirin Peserta Musrenbang yang  Saya Hormati,
Hasil kerja keras seluruh pemangku kepentingan selama ini bagi percepatan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah atas pencapaian indikator makro pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah hingga Tahun 2018, yaitu antara lain:
· angka kemiskinan sebesar 13,69% diatas target nasional, sebesar 9,66% nasional;
· gini ratio sebesar 0,317 di bawah dengan target nasional 0,384;
· tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,43% diatas target nasional sebesar 9,66% nasional 5,34%; dan
· IPM sebesar 68,11% dibawah target nasional sebesar 70,81%. 
Berdasarkan data capaian dimaksud, maka dapat dicermati bahwa terdapat beberapa target indikator makro Provinsi Sulawesi Tengah yang direncanakan untuk 2020 masih dibawah rata-rata capaian nasional, oleh karena itu perlu upaya maksimal untuk mengejar target tersebut antara lain:
1. Percepatan pembangunan infrastruktur;
2. penyiapan kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia;
3. Deregulasi dan debirokratisasi;
4. Menjaga stabilitas harga bahan pokok;
5. Mensukseskan program bantuan sosial yang digagas pemerintah dengan baik;
6. Penerapan sistem bantuan pangan non-tunai dengan kartu sehingga bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran.
Hadirin peserta Musrenbang yang berbahagia, 
Saat ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sedang menyusun Rancangan RKP Tahun 2020, yang memiliki arah pembangunan Makro Tahun 2020 sebagai berikut:
1. Meningkatkan pertumbuhan potensial Indonesia;
a. Transformasi Struktural untuk Peningkatan Kesejahteraan
b. Penguatan Permintaan Domestik dan Peningkatan Kinerja Perdagangan Internasional
2. Menjaga stabilitas makroekonomi;
Menjaga stabilitas harga, eksternal, dan sektor keuangan
3. Memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi.
a. Mendorong pemerataan antar wilayah dan tingkat pendapatan
b. Mendorong penurunan tingkat kemiskinan
c. Memperluas akses dan kesempatan
d. Mempertahankan keseimbangan lingkungan
Seyogyanya RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 memuat program dan kegiatan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Provinsi Sulawesi Tengah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Mempercepat reformasi birokrasi;
2. Memperkokoh trantibumlinmas;
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur dan penataan ruang;
4. Kemandirian energi baru terbarukan;
5. Mempercepat pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
6. Meningkatkan iklim investasi dan penanaman modal yang kondusif dan Market Friendly;
7. Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim Serta Pariwisata yang Berdaya Saing;
8. Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan;
9. Mengoptimalkan Pengelolaan Pendidikan Menengah Dan Khusus Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan 
10. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Prima Bagi Masyarakat Yang  Terjangkau Dan Berkualitas.
Terkait dengan hal tersebut, diharapkan penyusunan program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2020 telah diarahkan untuk mendukung pencapaian target-target makro yang menjadi tanggung jawab Provinsi Sulawesi Tengah.
Bapak dan ibu, para peserta Musrenbang yang berbahagia, 
	Provinsi Sulawesi Tengah Tahun ini telah menetapkan APBD Tahun Anggaran 2019 secara tepat waktu pada Tanggal 28 November 2018, dengan total belanja sebesar 7,66 triliun rupiah. 
	Dari sektor pendapatan, pendapatan terbesar masih di dominasi oleh dana perimbangan sebesar 3,09 trilliun (74,52 persen) diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah sebesar 1 trilliun (24,28 persen) dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 0,05 triliun (1,20 persen). 
	Dari sektor belanja perbandingan antara belanja tidak langsung dibandingkan dengan belanja langsung Provinsi Sulawesi Tengah, 2,34 Trilliun (54,94 persen) dialokasikan untuk belanja tidak langsung dan 1,92 trilliun (45,06 persen) dialokasikan untuk belanja langsung. 
Memperhatikan potret APBD Tahun 2019, besar harapan saya agar RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 dapat mengarahkan proporsi pendanaan indikatif pada belanja langsung yang lebih besar daripada belanja tidak langsung, artinya alokasi anggaran masih banyak digunakan untuk belanja pegawai, hibah dan bagi hasil kabupaten/kota.
Terhadap perbaikan capaian keuangan daerah yang telah dilaksanakan, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemda meliputi:
1. Efisiensi belanja daerah dan meningkatkan pendapatan daerah.
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi dan sumber-sumber pendapatan asli daerah.
3. Mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan.
4. Mengoptimalkan belanja pegawai yang bersumber dari Belanja Tidak Langsung.
5. Mengurangi Belanja Pegawai dan meningkatkan Belanja Publik.
6. Mengurangi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) dan mendorong dana SiLPA dimanfaatkan untuk penyertaan modal.
7. Melakukan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam pengendalian inflasi daerah.
8. Kepatuhan daerah terkait penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran serta konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
Peserta Musrenbang yang berbahagia,
Provinsi Sulawesi Tengah juga masih menghadapi tantangan lain yang harus mendapatkan perhatian pada beberapa bidang urusan antara lain: 	 
1. Bidang Urusan Pendidikan
Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2019 mengalokasikan anggaran untuk urusan pendidikan, sebesar 1,51 trilliun atau 36,13 persen terhadap total belanja daerah. 
2. Bidang Urusan Kesehatan
(a) Untuk urusan kesehatan dianggarkan 420 Milliar atau 12,46 persen terhadap total belanja daerah diluar gaji
(b) Kondisi Luar Biasa (KLB) Stunting di 2 (dua) Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami stunting (pendek/ sangat pendek) yaitu Kabupaten Banggai dan Kabupaten Parigi Moutong;
Khusus untuk stunting, terdapat beberapa program dan kegiatan yang harus dilakukan oleh pemda untuk menanggulangi penyebarluasan KLB ini, antara lain: 1) Sosialisasi/orientasi bagi pemangku kepentingan tentang gizi dalam rangka penurunan prevalensi stunting;    2) Melakukan pendataan PUS, Bumil, Remaja Putri di daerah intervensi stunting untuk mendapatkan NIK dan AKTE; 3) Melakukan pendampingan kepada Kabupaten/Kota untuk menyusun RAD dan pelaksanaannya dalam rangka penerapan SPM di Daerah; dan 4) Melakukan penyusunan kebijakan untuk integrasi SPM dalam dokumen anggaran.
3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan penataan ruang
(a) Memaksimalkan program sanitasi. Program Sanitasi di Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2019 ditargetkan mencapai 100%.
Guna mendukung pencapaian target tersebut maka tinjak lanjut pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah         1) menciptakan lingkungan yang sehat;                       2) menciptakan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya; 3) menguatkan prinsip daur ulang; 4) mewujudkan keterpaduan pengelolaan prasarana drainase
(b) Belum Optimalnya akses air baku & air limbah. 
Capaian akses layak air baku untuk dikonsumsi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah adalah 61,03 % dan akses dasar sekitar 6,35 %, dan tidak ada akses 32,63 %. Dalam hal ini akses layak air baku di Provinsi Sulawesi Tengah berada dibawah rata – rata Nasional. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan akses layak dan akses dasar agar tercapainya 100% capaian akses air baku.
(c) Terkait dengan penataan ruang pada kawasan rawan bencana Likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Kota palu yang telah terjadi sejak tahun 1927 dan 1968 dan selanjutnya terjadi pada tahun 28 September 2018. Mengingat bencana liquifaksi sangat rentan di Provinsi Sulawesi Tengah sehingga perlu ada strategi dalam penanganannya diantaranya: (1) Menetapkan Kawasan Rawan Bencana likuifaksi sebagai kawasan lindung ruang terbuka hijau perkotaan di dalam RTRW;              (2) Melarang semua kegiatan yang bersifat budidaya kecuali untuk kegiatan pariwisata/monument peringatan dengan intensitas sangat rendah; (3) Relokasi permukiman  dan resettlement permukiman yang terkena dampak dipindahkan ke tempat yang dinilai aman dari bencana likuifaksi; dan (4) Pembangunan sarana prasarana penunjang kegiatan permukiman di lokasi relokasi.
Hadirin yang berbahagia, 
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota perlu mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Untuk itu, dalam RKPD Provinsi khususnya terkait dengan pembinaan kepada kabupaten/kota perlu ditambahkan arahan/ kebijakan untuk mengalokasikaan bantuan pendanaan kelurahan. Hal ini sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Untuk Tahun 2019 dialokasikan sebanyak 8.212 kelurahan pada 410 kabupaten/kota dengan pagu anggaran 3 Trilliun.
Peserta Musrenbang yang berbahagia,
Selanjutnya, tata cara dan muatan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 perlu mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Di dalam sistematika RKPD dimaksud, terdapat BAB yang mengatur tentang “Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota”, artinya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sudah harus dapat memetakan dan menyusun grand desain perencanaan untuk seluruh kabupaten/kota di wilayah Sulawesi Tengah, misal penetapan indikator makro ekonomi, pemetaan potensi daerah, atau pengembangan wilayah kabupaten/kota, yang nantinya akan menjadi pedoman bagi daerah kabupaten/ kota dalam menyusun RKPD.
	Sejalan dengan hal tersebut, dalam proses penetapan dokumen perencanaan untuk kabupaten/kota, Gubernur yang merupakan Wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan untuk melakukan fasilitasi atas Dokumen RKPD dan evaluasi atas Raperda tentang RPJPD dan RPJMD sebelum kedua dokumen dimaksud ditetapkan oleh Kepala Daerah (Bupati dan Walikota).
Dasar Hukum dalam pelaksanaan GWPP antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
Berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa presiden dibantu oleh Gubernur sebagai GWPP dalam melakukan  pembinaan dan pengawasan  terhadap penyelenggaraan  urusan pemerintahan  yang menjadi kewenangan  daerah kabupaten/kota dan  tugas pembantuan oleh daerah kabupaten/kota.  
Pelaksanaan  tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bertujuan untuk memperkuat hubungan  antartingkatan  pemerintahan yaitu dalam pelaksanaan peran gubemur sebagai wakil pemerintah  pusat, hubungan  antara gubernur dengan bupati/wali kota bersifat bertingkat,  dimana gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat melakukan peran pembinaan dan  pengawasan  terhadap penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Berdasarkan Perturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan mempunyai tugas sebagai berikut: a) mengoordinasikan  pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota; b) melakukan monitoring, evaluasi, dan supervise terhadap penyelenggaraan pemerintahan  daerah kabupaten/kota  yang ada di wilayahnya; c) memberdayakan dan memfasilitasi daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya;                    d) melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, APBD Perubahan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Tata Ruang Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;                            e) melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah  kabupaten/ kota; dan f) Melakukan tugas lain sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.
Gubernur sebagai GWPP memiliki wewenang sebagai berikut: a) membatalkan peraturan bupati/wali kota; b) memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; c) menyelesaikan perselisihan dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan  antardaerah  kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;                                d) Memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah kab/kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten/Kota; dan e) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Gubernur sebagai GWPP juga mempunyai tugas dan wewenang diantaranya: a) memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan dana alokasi khusus pada daerah kabupaten/kota di wilayahnya; b) melantik bupati/wali kota; dan c) melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala instansi vertikal yang dibentuk oleh kementerian                           yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945.
Peserta Musrenbang yang berbahagia,
Gubernur dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai GWPP dibantu oleh perangkat Gubernur dengan dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi dan dipimpin oleh sekretaris Gubernur, yang dalam hal ini Sekda Provinsi karena jabatannya (ex-officio) yang ditetapkan sebagai sekretaris gubernur. 
Operasionalisasi perangkat Gubernur sebagai GWPP didukung oleh sekretariat dan paling banyak 5 (lima) Unit Kerja yang difokuskan pada bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan dan pengawasan dimana pelaksanaanya dilakukan oleh perangkat daerah Provinsi yang memiliki tugas dan fungsi bersesuaian. 
Terkait pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai GWPP dibebankan pada APBN dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, dan merupakan bagian dari anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri melalui mekanisme dekonsentrasi.
Dalam hal pelaporan, Gubernur sebagai GWPP melaporkan tugas dan wewenang kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Selanjutnya Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melakukan evaluasi terhadap laporan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat setiap tahun dengan melibatkan K/L terkait. 
Sebagai tindaklanjut atas operasionalisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 sedang disusun Rapermendagri tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Hadirin yang berbahagia,
Terkait dengan SPM, Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib pelayanan dasar  yang perlu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah, hal ini sejalan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tidak melaksanakan SPM akan dikenai sanksi administratif dan bagi yang melaksanakan akan diberikan insentif.
Satu catatan yang perlu kita perhatikan bersama atas amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam penyusunan dokumen perencanaan adalah Daerah harus memprioritaskan belanjanya untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar. Pelayanan dasar diterjemahkan sebagai pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara Indonesia agar hidup layak. Menyadari posisi strategis SPM dimaksud, Undang-Undang 23 Tahun 2014 juga mengingatkan agar Daerah wajib merencanakan dan menganggarkan program dan kegiatan yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dimaksud.
Pendanaan atas fungsi pemerintahan dilakukan sesuai dengan kewenangan baik Pusat maupun Daerah dengan mengacu pada prinsip money follow program, sehingga anggaran digunakan untuk membayai kegiatan yang menjadi program prioitas pada tahun berkenaan. Selain itu penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Hadirin peserta musrenbang yang saya hormati,
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). 
Dalam Permendagri tersebut, beberapa hal pokok yang diatur antara lain adalah:
1. SIPD dikembangkan menjadi (e-Database, e-Planning, e-Monev dan e-Reporting);
2. Aplikasi e-Planning daerah harus sesuai dengan persyaratan minimal dan terintgrasi dengan e-Planning SIPD atau menggunakan aplikasi e-Planning SIPD; dan
3. Aplikasi e-Planning harus menjadi instrumen dalev penyusunan dokrenda dan terintegrasi dengan e-Budgeting.
Sehubungan dengan poin 2 tersebut, sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018 didapatkan data bahwa terdapat 30 provinsi, 204 kabupaten dan 64 kota telah menerapkan aplikasi e-Planning yang dikembangkan oleh daerah. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/1330/SJ dan 050/1330/SJ tanggal 13 Februari 2019 tentang Penerapan e-Planning SIPD, dihimbau kepada pemerintah daerah agar daerah yang telah menggunakan             e-Planning maka dilakukan assessment terlebih dahulu untuk kemudian integrasi dengan e-Planning SIPD. 
Hadirin yang Saya hormati, 
Tahun 2019 ini merupakan tahun politik yang perlu disikapi dengan menciptakan situasi dan kondisi yang aman tertib dan kondusif untuk itu pemerintahan daerah perlu meningkatkan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA), seluruh jajaran tingkat provinsi sampai kelurahan dan desa, mencegah dan menangkal gangguan keamanan sejak dini untuk menciptakan situasi yang aman, tentram dan terbit dalam pemilihan umum presiden dan legislatif Tahun 2019.
Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif akan dilaksananakan pada tanggal 17 April 2019 mendatang. Saya mengingatkan sinergitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan perannya untuk mensukseskan pesta demokrasi tersebut. Kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mensukseskan pelaksanaan Pilpres dan Pileg tersebut tercermin melalui upaya antara lain penyiapan dan penyediaan data kependudukan dan fasilitas kampanye, pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, memberikan perlindungan hukum dan keamanan pada pemantau Pemilu, serta memberikan perlindungan hukum dan keamanan pada pemantau Pemilu. Selain itu pemerintah pusat dan daerah juga perlu mewaspadai dan mencegah ekses negatif dari politik identitas, isu agama, dan politik uang, serta perlu menerapkan konsep peace building dalam rangka mewujudkan pemilu yang menyenangkan dan membahagiakan bagi semua warga negara.
Bapak Ibu yang terhormat,	
Kesiapan dalam menyambut pesta demokrasi tersebut akan berjalan dengan baik dan lancar jika pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menjamin, memastikan, dan mewujudkan beberapa hal sebagai berikut:
1. DP4 untuk kebutuhan Pemilu 2019; 
2. Jumlah Pemilih dan TPS;
3. Pemilih, TPS dan Logistik;
4. Daftar Pemilih Berkelanjutan;
5. Pengadaan Logistik;
6. Percetakan dan Distribusi Logistik;
7. Peran Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam Kampanye;
8. Hitung dan Rekap Suara;
9. Netralitas Pegawai Negeri Sipil; dan 
10. Bentuk Bantuan dan Fasilitasi.
Hadirin yang berbahagia,
Saya sampaikan bahwa dukungan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini, secara konkrit  dilakukan melalui: 
1. Dukungan Data Kependudukan;
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
3. Dukungan Koordinasi Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Pilpres;
4. Dukungan Teknis Kelancaran Pilpres;
5. Dukungan Peningkatan Partisipasi Pemilih; serta
6. Menjaga Netralitas ASN.
Disadari bahwa tantangan demokrasi menjelang Pilpres dan Pilleg tahun 2019 ini semakin nyata dihadapi antara lain: motif politik uang, HOAX, isu SARA, kampanye hitam, serta provokasi, dan cara-cara yang tidak patut dan melanggar aturan dalam meraih suara, oleh karenanya perlu kewaspadaan dan upaya preventif mencegah hal-hal tersebut, serta melakukan upaya untuk terus menumbuhkembangkan kesadaran dan kedewasaan berdemokrasi yang sehat.
Mari bersama-sama kita lawan HOAX, Kampanye berujar kebencian dan Fitnah untuk mensukseskan Pemilu Pilpres Tahun 2019
Hadirin yang berbahagia,
Selanjutnya, kepada pimpinan dan anggota DPRD dan seluruh pemangku kepentingan lainnya yang hadir dalam Musrenbang ini, diharapkan dapat memberi saran dan masukan agar RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 selaras dengan Rancangan RKP Tahun 2020, RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 dan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah. Hanya dengan komitmen yang tinggi dan bekerjasama dengan melibatkan seluruh kelompok dan lapisan masyarakat, Provinsi Sulawesi Tengah akan dapat membangun dan berkontribusi pada pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah.
Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan, semoga Allah SWT memberikan ridho atas segala upaya yang kita lakukan dalam membangun daerah.  
 Selanjutnya Saya mengucapkan, selamat mengikuti Musrenbang RKPD Tahun 2020 untuk mewujudkan “Membangun Kembali Sulawesi Tengah Melalui Penguatan Mutu Modal Manusia dan Infrastruktur ".
Sekian dan Terima kasih, 
Wabillahittaufik wal hidayah 
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
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